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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang peneliti peroleh dari hasil penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi dalam penggunaan dana infrastruktur dalam meningkatkan 

pembangunan di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa 

Nusa tenggara Barat dalam indicator kesesuaian tranparansi. Peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa transparansi yang di lakukan oleh 

pemerintah Desa Dalam Kecamatan Alas dalam penggunaan dana 

infrastruktur sudah transparan kepada masyrakat hal ini dapat di lihat dari 

berbagai program pembangunan yang di  lakukan selalu melibatkan 

tokoh masyrakat, tokoh agama, ketua remaja dan masyrakat  dalam setiap 

pengambilan keputusan mengenai pembangunan infrastruktur yang akan 

di lakukan oleh pemerintah desa. 

2. Faktor yang mempengaruhi Tranparansi penggunaan dana infrastruktur  

dalam meningkat pembangunan di Desa Dalam Kecamatan Alas Sudah 

Transparan karena pemerintah desa dalam sudah  penyedian dokumen 

secara utuh tentang pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyrakat 

dalam menyukseskan program-program yang telah di rencakan oleh 

pemerintah desa sangat membantu sehingga ini bisa mempercepat 

pembangunan infrastruktur yang di desa.. 
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5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

1. Pemerintah Desa Dalam perlu meningkatkan transfaransi sehingga 

kepercayaan masyrakat kepada pemerintah desa bisa di bangun kembali. 

2. Pemerintah Desa Dalam perlu meningkatkan lagi pelayanan public karena 

pelayanan public yang di lakukan saat ini masih kurang terasa di 

masyrakat.  

3. Pemerintah Desa Dalam juga perlu terbuka dengan informasi tentang dana 

infrastruktur sehingga masyrakat mengetahui informasi mengenai 

pembangunan yang sedang di bangun oleh pemerintah desa. 
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